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ABSTRAK 

 

(A) Nama: Andreas Dharma Putra Dori (NIM: 205180197) 

(B) Judul: Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol 

(C) Halaman: vii + 103 + 59 + 2022 

(D) Kata kunci: Satpol PP, Miras, Penegakan Peraturan Daerah. 

(E) Isi: 

Minuman keras (minuman beralkohol) adalah minuman yang mengandung 

zat etanol, yakni zat yang apabila dikonsumsi akan berdampak pada tingkat 

kesadaran bagi konsumennya atau mabuk, pada hakikatnya mengonsumsi 

minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan baik jasmani 

maupun rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 

mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa. Di Indonesia, 

penjualan minuman beralkohol dibatasi hanya kepada mereka yang telah 

berumur 21 tahun dan peredarannya pun cukup ketat serta diawasi oleh 

negara. Namun, di kota Tangerang masih begitu banyak peredaran 

minuman keras secara legal maupun ilegal. Dampak yang terjadi pun 

bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. 

Permasalahan yang muncul adalah tentang faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelarangan pengedaran miras di kota Tangerang, dan upaya 

apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam 

menegakkan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah empiris- normatif, spesifikasi penelitian adalah 

deskriptif, teknik pengumpulan data adalah data primer dengan teknik 

studi kepustakaan dan data sekunder dengan teknik wawancara, jenis 

pendekatan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan banyak tindakan 

dalam menegakan Perda ini, di antaranya; (1) sosialisasi, (2) kerja sama 

dengan masyarakat, (3) pengawasan dan penertiban, (4) penyitaan, dan (5) 

pemusnahan. Dari data penyitaan dan pemusnahan miras 2 tahun terakhir, 

terjadi peningkatan dari 3.140 botol menjadi 4.837. Terlihat jelas bahwa 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP) yang berlaku. 

(F) Acuan: 59 (1970-2022) 

(G) Pembimbing: 

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. 

(H) Penulis 

Andreas Dharma Putra Dori 

 



DAFTAR SINGKATAN 

 

Miras   adalah Minuman Keras 

Satpol PP  adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

UUD   adalah Undang Undang Dasar Republik Indonesia 

Perda   adalah Peraturan Daerah 

SOP   adalah Standard Operating Procedure 

SII   adalah Standar Industri Indonesia 

Lakpesdam adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Polres   adalah Kepolisian Resor 

KUHP   adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

UU   adalah Undang-undang 

NKRI   adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

PAD   adalah Pendapatan Asli Daerah 

APBD   adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

DPRD   adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

PPNS   adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Tipiring  adalah Tindak Pidana Ringan 

LSM   adalah Lembaga Swadaya Masyarakat 

TNI   adalah Tentara Nasional Indonesia 

Humas   adalah Hubungan Masyarakat 


